LEMBARAN DAERAH
- KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 5 TAHUN 2002 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 9 TAHUN 2002

TENTANG
PERUBAHAN ATAS -
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 23
TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
| ORGANISASI DAN TATAKERJA |
- DINAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

Menimbang- : .a. bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi
perangkat daerah yang efektif, efisien, wajar dan
rasional, maka Pembentukan, Susunan Organisasi
dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2000 perlu
ditinjau kembali dan dilaksanakan perubahan;

b. bahwa perubahan Susunan Organisasi dan Tatakerja
Dinas Daerah Kabupaten Banyumas tersebut di atas
perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat « : 1. Undé.ng-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
| Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
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. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan
Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lembaran NegaraNomor 3952);

. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21
Tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintah
Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah

Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 34 Seri
D);

. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23
Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten

Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2000 Nomor 35 Seri D).
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Dengan persetujuan
- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS NOMOR 23 TAHUN 2000 TENTANG
PEMBENTUKAN; SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATAKERJA DINAS DAERAH KABUPATEN

BANYUMAS.
'Pasal 1.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja
Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten .
Banyumas Tahun 2000 Nomor 35 Seri D) diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 2 huruf ¢ dan g diubah serta huruf n dihapus, sehingga

keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah yang terdiri dari :
Dinas Pendidikan; |

Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial (DKKS);

Dinas Tenaga Kerja dan Catatan Sipil (Disnakercapil);

Dinas Bina Marga;

Dinas CiptaKarya,

Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi (Disairtamben);
Dinas Perhubungan (Dishub); -

Dinas Pertanian Tanaman Pangan (Dispertan);

Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan);
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Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun);
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Dlspermdagkop)

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud);
Dinas Pertanahan.

H

B. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c, d, e, f dan g diubah serta ayat (2)
diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

a. Kepala Dinas.

b. Wakil Kepala Dinas.

c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1. SubBagian Umum;

2. SubBagianKeuangan;

3. SubBagian Kepegawaian;
4. SubBagian Bina Program.

d. Sub Dinas Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar

(TK-SD), terdiri dari :

1. Seksi Ketenagaan TK-SD; |

2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Karier TK-SD;
3. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan TK-SD;

4. Seksi Sarana dan Prasarana TK-SD.

e. Sub Dinas Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

(SLTP), terdiridari :

1. Seksi Ketenagaan SLTP;

2. SeksiKurikulum SLTP;

3. SeksiKesiswaan SLTP;

4. Seksi Sarana dan Prasarana SLTP.

f. Sub Dinas Pendidikan Sekolah Menengah Umum dan Sekolah
Menengah K ejuruan (SMU-SMK), terdiri dari : :
1. SeksiKetenagaan SMU-SMK;

- 2. SeksiKurikulum SMU-SMK;

3. SeksiKesiswaan SMU-SMK;
4. SeksiSarana dan Prasarana SMU-SMK.
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g. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga,
terd1r1 dari:
. Seksi Kurikulum dan Akreditasi Pendidikan Luar Sekolah
dan Masyarakat (Diklusemas);
2. Seksi Pendidikan Luar Sekolah;
3. Seksi Pembinaan Pemuda, Olahraga dan Kesenian.
h. Cabang Dinas.
i.  Unit Pelaksana Teknis Dinas.
j.  Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I, yang merupakan baglan tak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

C. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf ¢, d dan g diubah serta ayat (2) diubah
sehingga keselmuhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
terdiri dari :
a. KepalaDinas.
b. Wakil Kepala Dinas.
c. Bagian Tata Usaha, terdiridari :
1. SubBagian Umum;
2. SubBagianKeuangan;
3. SubBagian Kepegawaian;
4. SubBagian BinaProgram.
d. Sub Dinas Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan,
terdiri dari :
1. Seksi Pengawasan Kualitas Air;
2. SeksiPenyehatan Tempat Umum dan Makanan Minuman;
3. Seksi Penyehatan Lingkungan;
4. Seksi Pembinaan Peran Serta Masyarakat.
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Sub Dinas Pemberantasan Penyakit dan Pelayanan Kesehatan
terdiri dari : .
1. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit;

2. Seksi Pemberantasan Penyakit; .
3. Seksi Pembinaan Rumah Sakit, Pusat Kesehatay,

Masyarakat dan Kegiatan Khusus;

4. Seksi Farmasi dan Akreditasi.
f.  Sub Dinas Pembinaan Kesehatan Keluarga, terdiri darj -

1. SeksiKesehatanIbu dan Anak;

2. Seksi Gizi;
3. Seksi Usaha Kesehatan Institusi:

4. SeksiKesehatan Usia Lanjut..

g. Sub Dinas Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
1. Seksi Pembinaan dan Rehabilitasi Tuna Sosial;
2. Seksi Pembinaan dan Bantuan Swadaya Sosia]

Masyarakat;
3. Seksi Penyantunan Penderita Cacat;

4. SeksiPenyuluhandan Bimbingan Sosial.

h. Cabang Dinas.
1. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

J. Kelompok Jabatan F ungsional.

(2) Bagan organisasi Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11, yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Ketentuan Bagijan Ketiga, Pasal 8 ayat (1) dan (2) diubah, Pasal 9 ayat
(1) huruf ¢, d, e dan f diubah, huruf g dihapus serta ayat (2) diubah
sehingga keseluruhan Bagian Ketiga berbunyi sebagai sebagai

berikut ;
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' Bagian Ketiga
Dinas Ténaga Kerja dan Cafatan Sipil .

Pasal 8

(1) Dinas Tenaga Kerja dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok
menyelepggarakan kewenangan di bidang ketenagakerjaan,
ketransmigrasian, administrasi kependudukan dan catatan sipil.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), Dinas Tenaga Kerja dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

a.

b.
€

perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan,

ketransmigrasian, administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- penyusunan rencana dan program kerja dinas;

pelaksanaan kebijakan teknis pemberian bimbingan, pembinaan
dan pengawasan di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian,

~ administrasi kependudukan dan catatan sipil;

@

=R

(1) Sus
- a.
b.
c.

pelaksanaan dan pengawasan peningkatan ketrampilan
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; |

pemberian perizinan di bidang ketenagakerjaan,
ketransmigrasian, administrasi kependudukan dan catatan sipil;

_pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemuktahiran data;

pelaksanaankoordinasi dengan instansi Pemerintah dan swasta;
pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 9
uﬁan organisasi Dinas Tenaga Kerj adan Catatan Sipil terdiri dari:
Kepala Dinas;
Wakil Kepala Dinas;

‘Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

- 1. SubBagian Umum;

2. SubBagian Keuangan;
3. SubBagian Bina Program.
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B
h.
It

Sub Dinas Hubungan dan Pengawasan Ketenagakerjgan,_

terdiri dari :
1. SeksiNorma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

2. SeksiKeselamatan dan Kesehatan Kerja;
3. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja.
Sub Dinas Perluasan, Penempatan Tenaga Kerja dan

Transmigrasi, terdiri dari :
1. SeksiPenempatan Tenaga Kerja Luar Ne geri;
2. Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam

Negeri;

3. Seksi Transmigrasi. -
Sub Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil,

terdiridari : - ,
1. Seksi Administrasi Kelahiran dan Kematian;

2. Seksi Administrasi Perkawinan, Perceraxan dan Pengakuan
Anak;

3. Seksi Penylmpanan Perubahan dan Penyuluhan;

4. SeksiPengendalian Administrasi Kependudukan.

Cabang Dinas.
Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Catatan Sipil
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan

bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) hurufc diubah, huruf d dihapus, hurufe dan
f diubah serta ayat (2) d1ubah sehmgga keseluruhan Pasal 11 berbunyi

sebagal berikut:

Pasal 11

(1) Susunan organisasi Dinas Bina Marga terdiri dar1

a.
b.
&

KepalaDinas.
- Wakil Kepala Dinas. - _
Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
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Sub Bagian Umum;
Sub Bagian Keuangan;
Sub Bagian Kepegawaian;
Sub Bagian Bina Program.
ub Dinas Jalan Arteri dan Kolektor, terdiri darl
Seksi Perencanaan Jalan Arteri dan Kolektor;

Seksi Pembangunan/Peningkatan Jalan Arteri dan
Kolektor;

bl g 8 . R[50 e ’

3. SeksiPemeliharaan Jalan Arteri dan Kolektor; -

4. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Jalan
Arteri dan Kolektor;

5. Seksi Pengendalian Daerah Milik Jalan Arteri dan
Kolektor.

€. Sub Dinas Jalan Lokal, terdiri dari :
Seksi Perencanaan Jalan Lokal;
Seksi Pembangunan/Peningkatan Jalan Lokal
Seksi Pemeliharaan Jalan Lokal; :
Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Jalan
Lokal;
5. Seksi Pengendahan Daerah Milik Jalan Lokal;
f. Cabang Dinas.
g. UnitPelaksana Teknis Dinas.
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

B

(2) Bagan organisasi Dinas Bina Marga sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Ketentuan Pasal 13 ayat (1) hurufc, ddane diubah, huruf f dihapus dan
huruf g diubah serta ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 13
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Susunan organisasi Dinas Cipta Karya terdiri dar1 :
a. KepalaDinas.
b. Wakil Kepala Dinas.

c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

9.
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1. SubBagian Umum;

2. SubBagian Keuangan,

3. SubBagianKepegawaian,

4. SubBagianBinaProgram.
Sub Dinas Tata Ruang, terdiri dar1 :
1.
2.

¢ Seksi Tata Kota dan Tata Dagrah;
Seksi Tata Bangunan;
3. Seksi Lampu Penerangan Jalan Umum.
e. SubDinasPerumahandan Permukiman, terdiri dari :

1. Seksi Perumahandan Prasarana Lingkungap;
2. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Permukiman;
3. SeksiAirBersih;
4. Seksi Kebersihan dan Pertamanan.
f. SubDinas Bangunan dan Gedung, terdiri dari:
1. SeksiDatadanRancang Bangun;
2. Seksi Konstruksi;
3. Seksi Administrasi Teknik.
g. CabangDinas. |
h. UnitPelaksana Teknis Dinas.
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Cipta Karya sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

G Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf ¢ diubah, huruf d dihapus, hurufe , f
dan g diubah serta ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 15
berbunyi sebagai berikut : |

Pasal 15

(1) Susunan organisasi Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi
terdiri dari :
a. KepalaDinas.
b. Wakil Kepala Dinas.

c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
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g.
h.

1.

1. SubBagian Umum;

2. SubBagianKeuangan;

3. SubBagianKepegawaian;
4.. SubBagian Bina Program.

Sub Dinas Irigasi, terdiri dari :

1. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Iri gasi;

2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi;

3. Seksi Pemberdayaan Pemakai Air.

Sub Dinas Sumber Daya Air, terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan dan Konservasi Sumber DayaAir;
2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai;

3. Seksi Pengendalian Banjir dan Kekeringan.

Sub Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari :

1. Seksi Geologi Sumber Daya Mineral;

2. Seksi Pengusahaan;

3. Seksi Pengawasan Usaha Pertambangan dan Energ1

4. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Energi.
Cabang Dinas.

Unit Pelaksana Teknis Dinas.
Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Pengairan, Pertambangan-dan
Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerahini.

H. Ketentuan Bagian Ketujuh, Pasal 16 ayat (1) dan (2) diubah, Pasal 17
ayat (1) huruf c, d dan e diubah serta ayat (2) diubah sehingga
keseluruhan Bagian Ketujuh berbunyi sebagai berikut :

 Bagian Ketujuh
Dinas Perhubungan

Pasal 16

(1) Dinas Perhubuhgan‘ mempunyai tugas pokok menyelenggarakan
kewenangan di bidang perhubungan.

1
A&
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(2)‘ Untu
ayat (1), Dinas Perhubun

a.
b.
C. p

(1)

2)

d.

e
f.

g.
h.

k melaksanakan tugas pokok sebagai_maqa dimaksud dalap,

ganmempunyal fungsi: .
perumusan kebijakan teknis di bidang pqhubungan :
penyusunan rencana dan program kerja dinas;

elaksanaan kebijakan teknis pemberian -bimbingan’

pembinaan dan pengawasan di bidang perhubungan;
pemberian perizinan di bidang perhubungan; .
pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data;

. pelaksanaan koordinasi dengan instansi Pemerintah dap

swasta,
pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

- Pasal 17

Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

a.

b.

C.

f.

g.
h.

Kepala Dinas.

Wakil Kepala Dinas.

Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1. SubBagian Umum;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Bina Program.

Sub Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pos dan
Telekomunikasi, terdiri dari :

1. SeksiLaluLintas;

2. Seksi Angkutan;
3. Seksi Transportasi Perkotaan, Pos dan Telekomunikasi.

Sub Dinas Teknik Kendaraan, terdiri dari :
1. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
2. Seksi Penertiban dan Penyidikan.
Cabang Dinas.

Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.
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. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) hurufd, e dan f diubah serta ayat (2 diubah' N
sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi s¢bagai berikut :y @ |

Pasal 19_

(1) Susunan organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari :
a. KepalaDinas. |
b. Wakil Kepala Dinas.
c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1. SubBagian Umum;
2. Sub Bagian Kepegawaian,
3. SubBagian Bina Program.
d. Sub DinasProduksi dan Ketahanan Pangan, terdiri dari :
- 1. SeksiPadi, Palawijadan Ketahanan Pangan,;
2. Seksi Holtikultura dan Aneka Tanaman;
3. Seksi Benih dan Bibit Tanaman.
e. Sub Dinas Perlindungan  Tanaman dan Rehabilitasi
Pengembangan Lahan, terdiri dari : .
1. SeksiPerlindungan Tanaman;
2. Seksi Pengelolaan dan Kebutuhan Air;
3. Seksi Tata Guna Lahan.
f Sub Dinas Agribisnis, terdiri dari :
1. SeksiBinaUsaha; |
2. Seksi Sarana dan Prasarana;
3. Seksi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan.
g. Cabang Dinas.
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

" (2) Bagan organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebaggimana
tereantumn dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Daerahini.

J. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf d,e dan f diubah serta ayat (2) diubah
sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagal berikut :

13
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O

Pasal 21
(1) Susunanorganisasi Dinas Peternakan daf} Perikanan terdiri_dari :
a. KepalaDinas. -
b. Wakil Kepala Dinas.
Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1. SubBagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Bina Program.
d. Sub Dinas Peternakan, terdiridari :
1. Seksi Produksi Perikanan;
2. SeksiKesehatan Hewan;
3. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak .
e. Sub Dinas Perikanan, terdiri dari :
1. Seksi Produksi Perikanan;
2. Seksi Sumber Hayati; -
3. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan.
f. SubDinasAgribisnis, terdiridari: =~
1. Seksi Bina Usaha Peternakan;

2. SeksiBina Usaha Perikanan;
3. Seksi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan.

g. Cabang Dinas.
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

i. Kelompok Jabatan F ungsional.

C.

(2) Bagan organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana
tercctmtum dalam Lampiran [X, yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. |

K. Kc}e:entuan Pasal 23 ayat (1) huruf ¢ dan d diubah serta ayat (2) diubah
seningga keseluruhan Pasg] 23 berbunyi sebagai berikut :
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| Pasal 23 N

(1) Susunan orgamsa31 Dmas Kehutanan dan Perkebunan terd1r1 dar1 :
a. KepalaDinas.

b. Wakil Kepala Dinas..
C. Baglan Tata Usaha, terdm dari:
1.. Sub Bagian Umum;
2. SubBagian Keuangan;
- 3. SubBagian Bina Program.
d. SubDinasPengembangan dan Produksi, terd1r1 dari :
1. Seksi Pengembangan dan Produksi Kehutanan;
2. Seksi Pengembangan dan Produksi Perkebunan
- 3. Seksi Benih dan Bibit.
e.. Sub Dinas Konservasi dan Sumber Daya Alam terdm dari :
1. Seksi Pelestarian Tanaman dan Satwa Liar;
2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
3. Seksi Konservasi Tanah.

f. Sub Dinas Bina Usahadan Kelembagaan terdm darl
1. SeksiBina Usaha;

2. Seksi Saranadan Prasarana

3. Seksi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan
g. Cabang Dinas.

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana
| tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

L. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf d,e,f dan g diubah serta ayat (2)
diubah sehingga keseluruhan Pasal 25 berbuny1 sebagai berikut :

15
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Pasal 25

(1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangap i

Koperasi terdiri dari :

a. KepalaDinas.

b. Wakil Kepala Dinas. o
c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1. SubBagian Umum;
2. SubBagian Keuangan,;
3. SubBagian Kepegawaian;
4.+ Sub Bagian Bina Program.
d. Sub Dinas Bina Usaha, terdiri dari :
1. Seksi Pendaftaran Perusahaan;
2. Seksi Perizinan; ,
3. Seksi Kemitraan dan Kewirausahaan;
- 4. Seksi Penanaman Modal.
e. Sub Dinas Bina Industri, terdiri dari :
1. Seksi Industri Logam Mesin dan Elektronika;
2. Seksi Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan;
3. Seksi Industri Kimia Anorganik;
4. SeksiPencegahan dan Penanggulangan Pencemaran.
f. Sub Dinas Bina Dagang, terdiri dar1
1. Seksi Sarana Dagang;
2. Seksi Pengelolaan Pasar;
3. SeksiPromosidan Pemasaran
4. Seksi Perlindungan Konsumen
g- Sub Dinas Bina Koperasi, Usaha Kecil dan Menengabh, terdiri
dari :
1. Seksi Bina Koperasi;
2. Seksi Bina Usaha Kecil dan Menengah;
3. Seksi Fasilitasi, Pengembangan Sumber Daya Koperast,
Usaha Kecil dan Menengah: -
h. CabangDinas.
i. UnitPelaksana Teknis Dinas.
- J. Kelompok Jabatan F ungsional.

(2) - Bagan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
sebagaimana tercantum dalam Lamplran XI, yang merupakan
baglan tak terplsahkan dari Peraturan Daerah ini. .
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V .

] Pasal 27 ayat (1) huruf d.e d. : ' L
M. Ketentuan 2 , ,€ dan f diubah serta ayat (2) diubah
sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut : e

Pasal 27

(1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari -

a.
b.
C.

g.
h.

1.

Kepala Dinas.

Wakil Kepala Dinas.

Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1. SubBagian Umum;

2. SubBagian Keuangan;

3. SubBagian Bina Program.

Sub Dinas Obyek dan Sarana Wisatai, terdiri dari :

1. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;

2. Seksi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;

3. Seksi Akomodasi Pariwisata .

Sub Dinas Pemasaran dan Penyuluhan Wisata, terdiri dari :

1. SeksiInformasi dan Pemasaran Wisata;

2. Seksi Pengembangan Masyarakat dan Ketenagaan Industri
Wisata.

Sub Dinas Kebudayaan, terdiri dari :

1. Seksi Sejarah dan Purbakala;

2. Seksi Kesenian dan Sastra,

Cabang Dinas.

Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

N. Ketentuan Bagian Keempatbelas dihapus.

O. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 35 berbunyi
sebagai berikut : |
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Pasai 35

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas,
Bagian Tata Usaha, Sub Dinas, Sub Bagian, Seksi, Cabang Dinas, Unit
Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan fungsional dari dinas-
dinas sebagaiman'a dimaksud dalam pasal
5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25 dan 27 akan diatur lebih lanjut dengan

Keputusan Bupati.

P. Diantara BabV dan Bab VI disisipkan 1 (satu) bab "Bab VA" baru yang
berbunyi : | '

Bab VA
"KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 35 A

(1) Pada Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dapat
dibentuk satuan organisasi di bawah Kepala Cabang Dinas dan Kepala
UPTD yang dipimpin oleh pejabat struktural yang pembentukannya
akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(2) Pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah
Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di lingkungan
Dinas Pendidikan dapat dibentuk Tata Usaha yang dipimpin oleh

‘pejabat struktural yang pembentukannya akan diatur lebih lanjut

dengan Keputusan Bupati.
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Pasal I1

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. -

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah. ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas. |

Ditetapkan di Purwokerto
Padatanggal 30 September 2002
© BUPATIBANYUMAS
ttd.

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal 1 Oktober 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd.
BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMASNOMOR 5 SERID
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Peraturan Daerah Kabupaten

Lampiran |
BAGAN ORGANISASI Bonyoumes
DINAS PENDIDIKAN ANomor . 9 Tahun 2002 ,
KABUPATEN BANYUMAS Tanggal : 30 September 2002
- KEPALA | oy 7
WAKIL KEPALA
KELOMPOK | BAGIAN
JABATAN TATA USAHA
FUNGSIONAL l
Qooooooaa — : T
SUB SUBBAG | [SUBBAG
SUBBAGIAN | BAGIAN | [KEPEGAWA] |BINAPRO-
UMUM | [KEUANGAN AN GRAM
[ I I I
SUB DINAS
SUB DINAS SUB DINAS Pﬁ%gﬁ&% PENDIDIKAN
PENDIDIKAN TK-SD| | PENDIDIKAN SLTP LUAR SEKOLAH
SMU-SMK PEMUDA & OR
SEKSI SEKSI SEKSI ] —
KETENAGAAN KETENAGAAN KETENAGAAN Akfg;igfg;&&lﬁ i
1 TK-SD ] SLTP = SMU-SMK B ; SR
SEKSI PEMBINAAN SEKSI SEKSI SEKSI PENDIDIKAN
|15 PENGEMBANGAN] H ~ KURIKULUM | KURKULUM | [1 LUARSEKOLAH
KARIER TK-SD SLTP SMU-SMK
SEKS! KURIKULUM SEKS SEKSI SEKSI PEMBINAAN
L] gKESISWAAN | KESISWAAN || KESIsWAAN | L4 PEMUDA, OLAHRA-
KSD SLIP SMU-SMK GA & KESENIAN
| [ SEKSISARANA& SEKSISARANA& | || SEKSISARANA&
PRASARANATK-SD PRASARANA SLTP PRASARANA SMU-SMK
| CBANG
DINAS
|

Diundangkan di Purwokerto

pada tanggal 30 September 2002

BUPATI BANYUMAS
ttd.
ARIS SETIONO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd.

BAMBANG PRIYONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 SERl D
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 Lampiran Il Peraturan Daerah Kabupaten

| ANISASI B |
BAG:SN K%[;gH ATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL - Ni"nfﬁi" N 9 Tahun 2002
pIN NYUMAS :

TEN BA Tanggal : 30 September 2
KABUPA - KEPALA . e

WAKIL KEPALA
'BAGIAN
TATA USAHA

|
1 1
SUB }(SUB BAG SUB BAG

SUBBAGIAN | BAGIAN | [KEPEGAWA] |BINAPRO-

UMUM | ceuancanl | AN GRAM
] I
SUB DINAS ~ SUB DINAS
PEMBERANTASAN PEMBINAAN thgiﬂ;ﬁi -
PENYAKIT & - KESEHATAN SOSIAL
PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA
SR SEKS SEKSI PEMBINAAN &
WASAN PENGAMATAN & | keseraan | || s
d Em?ms AR | [{PENCEGAHAN PENYAKIT [BU & ANAK REHABILITASI TUNA SOSIAL
SEKSI PENYEHATAN SEKSI | SEKSI PEMBINAAN
TRPMUNME |- PEMBERANTASAN] - SEKSI GIZI § BANTUAN SWADAYA
s MNUMAN PENYAKIT - SOSIAL MASYARAKAT
] ' SEKST PENVANTUNAN
SEKS] SEKS SEKSI USAHA \
3 | PEMBINAAN RUMAH | KESEHATAN | PENDERITA
| PENVEHATAN | [ sakim. pUSKESMAS & TN ity
LINGKUNGAN KEGIATAN KHUSUS
SEKSI PEMBINAAN SERSI FARMASIE | L[ SEKSIKESEHATAN | | f SEKSI PENYULUHAN
AANSERAMSYARAKAT] | AKREDITAS! USIA LANIUT & BIMBINGAN SOSIAL
CIBNG
DS
|

BUPATI BANYUMAS
ttd.
Diundangkan di Purwokerto ARIS SETIONO
pada tanggal 30 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd.
BAMBANG PRIYONO R
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 SER
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Lampiran 11 - Peraturan Daerah 'Kabupaien

S e
‘ N

Banyumas =
Nomor : 9 Tahun 29¢,

BAGAN ORGANISASI TANSIPIL
DINAS TENAGA KERJA DAN CAT. .
KABUPATEN BANYUMAS Tanggal - 30 September 39y,
KEPALA
WAKIL KEPALA
KELOMPOK BAGIAN
JABATAN TATA USAHA
FUNGSIONAL
Qoaaaaaaa C
SUB
SUB BAGIAN BAGIAN
UMUM KEUANGA!
[ ] I
SUB DINAS SUB DINAS SUB DINAS
HUBUNGAN & PERLUASAN, PENEMPATAN] | ADMINISTRASI KEPENDU-
PENGAWASAN TENAGAKERJA & DUKAN & CATATAN
KETENAGAKERJAAN TRANSMIGRAS! SIPIL
SEKSI NORMA SEKSI PENEMPATAN SEKSI ADMINISTRAS|
KERJA & JAMINAN TENAGAKERJA KELAHIRAN &
|SOSIALTENAGAKERIA|  [T]  LUARNEGERI KEMATIAN
EKSI KESELAMATAN SEKSI PELATIHAN & SEKSI ADMINISTRAS|
H & KESEHATAN L PENEMPATAN TENAGA | [ PERKAWINAN. PERCE-
s RAIAN & PENGAKUAN
KERJA KERJA DALAM NEGER! x
SEKSI HUBUNGAN SEKSI SEKS! PENYIMPANAN
L1 INDUSTRIAL& | TRANSMIGRASI | {H  PERUBAMANZ
PERSYARATAN KERJA : PENYULUHAN
SEKSI PENGENDALIAN
{1 ADMINISTRASI
KEPENDUDUK AN
CABANG
DINAS
(P

Diundangkan dj Purwokerto
pada tanggal 30 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
td '

BAMB

td.
ANG PRIYONO

BUPATI BANYUMAS
ttd.
ARIS SETIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 SERI D
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BAGAN ORGANISASI

Lampiran [V Peraturan Daerah Kabupaten

DINAS BINA MARGA 22“"{;:“” i s
PATEN | ' - :
KABU _ AiborMAS ‘ _ Tanggal :" 30 September 2002
KEPALA :
WAKIL KEPALA
KELOMPOK 4
JABATAN BAGIAN
FUNGSIONAL TATA USAHA
Qoooooooa . . £, .
SUB SUBBAG | [SUBBAG
SUBBAGIAN | BaGIAN | KEPEGAWAL |BINAPRO-
. UMUM | |KEUANGAN AN GRAM
| 1
SUB DINAS SUB DINAS
JALAN JALAN
ARTERI & KOLEKTOR LOKAL
SEKS!I PERENCANAAN SEKSI PERENCANAAN |
JALAN ARTERI & JALAN LOKAL
& KOLEKTOR
SEKSI PEMBANGUNAN/ fSEKSl PEMBANGUNAN/
|| PENINGKATANJALAN || PENINGKATAN JALAN
ARTERI & KOLEKTOR - LOKAL
SEKSI PEMELIHARAAN SEKSI PEMELIHARAAN _ :
il JALAN - JALAN
ARTERI & KOLEKTOR LOKAL
SEKSI PEMBANGUNAN SEKSI PEMBANGUNAN'
|| PENINGKATAN JEMBATAN | |PENINGKATAN JEMBATAN
ARTERI & KOLEKTOR LOKAL
CABNG
SEK'SI PENGENDALIAN SEKSI PENGENDALIAN DS
L DAERAH MILIK L DAERAH MILIK
. JALAN JALAN
ARTERI & KOLEKTOR LOKAL LFID

Diundangkan di Purwokerto
‘pada tanggal 30 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

BAMBANG PRIYONO

ttd.

BUPATI BANYUMAS

ttd.

ARIS SETIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 SERID
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Lampiran V' Peraturan Daeraf
Banyumas
Nomor : 9 Tahyp 5

abupaten

SASI
BAGAN ORGANI .
DINAS CIPTA KARYA Tanggal : 30 September "
KABUPATEN BANYUMAS 2
oM BAGIAN
OMPOK
KJ[ft:JBATAN s TATA USA;,
FUNGSIONAL | ' |
| ‘ 1
Qoooooaad } e
SUB BAGIAN [KEPEGAWAJ
UMUM AN
— I1 I
SUB DINAS SUB DINAS SUB DINAS
TATA RUANG * PERUMAHAN & BANGUNAN&
PERMUKIMAN GEDUNG
SEKS! SEKSI PERUMAHAN & SEKSI DATA &
~ TATAKOTA& PRASARANA RANCANG
| TATADAERAH . ™ LINGKUNGAN | BANGUN
SEKS! SEKS|
iil'(ril | | . PENYEHATAN ~ KONSTRUKSI
i LINGKUNGAN &
BANGUNAN PERMUKIMAN
SEKSI - SEKSI SEKSI
UILAMPUPENERANGAN|  {H  AIRBERSIH —|  ADMNISTRASI
- JALAN UMUM TEKNIK
SEKSI
|| KEBERSIHAN &
PERTAMANAN
| CABANG
DINAS
(P
D : BUPATI BANYUMAS
iundangkan di P ttd.
cptember ARIS SETIONO

pada tanggal 30 September 2002
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd.
BAMBANG PRIY
LEM ONO
BARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 SERI D
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BAGAN ORGANISASI

- Lampiran VI Peraturan Dacr_aﬁ Kabupaten

DINAS PENGAIRAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Banyumas
Nomor : 9 Tahun 2002

KABUPATEN BANYUMAS Tanggal : 30 September 2002
KEPALA '
WAKIL KEPALA
KELOMPOK
alol TA?/[:([}JISAANHA
FUNGSIONAL
000ooooan ; , — .
SUB SUB BAG SUB BAG
SUBBAGIAN | BAGIAN | [KEPEGAWAN |BINAPRO-
UMUM KEUANGAN| AN GRAM
[ I I
SUB DINAS SUB DINAS SUB DINAS
IRIGASI SUMBER DAYA' PERTAMBANGAN &
AR ENERGI
SEKSI SEKSI PENGEMBANGAN SEKSI GEOLOGI
PEMBANGUNAN & & KONSERVASI SUMBER DAYA
] REHABILITASI [RIGAS! [ SUMBER AIR ] MINERAL
SEKSI SEKSIOPERAS! & SEKS!I
(| OPERASIG PEMELIHARAAN | PENGUSAHAAN
PEMELIHARAAN SUNGAI
IRIGAS|
SEKS| SEKSI T
: PENGENDALIAN | | | PENGAWA ;
PEMAKATAIR KEKERINGAN ENERGI
SEKSI
| | PENGEMBANGAN &
PENGELOLAAN
ENERGI
| 006
DINAS
|

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 30 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd.

BAMBANG PRIYONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 SERI D
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Y

Lampiran VII Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas

BAGAN ORGANISASI Nomor : 9 Tahun 2002

DINAS PERHUBUNGAN ; .
KABUPATEN BANYUMAS Tanggal - 30 September 297,
KEPALA |
WAKIL KEPALA
. - BAGIAN
KELOMPOK
e TATA USAHA
FUNGSIONAL ‘ |
ulalulalalelsls]a] - SUB
SUB BAGIAN BAGIAN
UMUM | IKEUANGAN
C |
LALU LINTAS TEKNIK
ANGKUTAN JALAN, KENDARAAN
) & TELEKOMUNIKASI
SEKSI PENGUIIAN
SEKS|
N
LALULINTAS L] fgm‘&
SEKS| PENGUIIAN
SEKSI
¥ ] L KENDARAAN
ARCREAR: . BERMOTOR
SEKSI
TRANSPORTASI
| PERKOTAAN,POS &
CABANG
DINAS
|
: - BUPATI BANYUMAS
Diundangkan di Purwokerto : i ‘
| pada tanggal 30 September 2002 AR{S SETIONG
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
- td. T
BAMBANG PRIYONO |

L ”
EMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 SERI D
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Lampiran VIl Peraturan Daerah Kabupaten
. - Banyumas
Nomor : 9 Tahun 2002

: * Tanggal : 30 September 2002
KEPALA | plember
WAKIL KEPALA |
BAGIAN
TATA USAHA
I
' SUBBAG| [SUBBAG
.SU%&’:‘&AN lKEPEGAWAI BINA PRO-
| | AN _GRAM
| 11 |
SUBDINAS _ SUBDINAS SUB DINAS
PRODUKSI& - . PERLINDUNGAN TANAMAN , AGRIBISNIS
KETAHANAN PANGAN | (& REHABILTASIENGENBAGAY] |
LAHAN
SEKSI PADL, - .
PALAWUIA & KETAHAN: SEKS‘?&&‘:SKNUNGAN i SESSSLE{TA
— ANPANGAN i
SEKSI SEKSI SEKSI
| OUTKULTURAG | | PENGELOLAANE | [ SARANA&
ANEK ATAN AMAN KE?‘lj\LmAIR . PRASARANA
SERY - SUMSB?l(ZSll)AYA
| BENIH&BIBIT || TATAGUNA | Y, usiac KELEMEBA-
TANAMAN LAHAN GAAN
CIBANG
DINAS
| wo

BUPATI BANYUMAS

: ; tta.
Diundangkan di Purwokerto ARIS SETIONO

Pada tanggal 30 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYU
ttd.

i . BAMBANG PRIYONO 3
EMBARAN DAERAH K ABUPATEN BANYUMAS NOMOR > SERID

MAS
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Lampiran IX  Peraturan Daerah Kaby
BAGAN ORGANISASI Banyumas Palen
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Nomor™ : 9 Tahyp 2002
KABUPATEN BANYUMAS Tanggal : 30 Septempey
KEPALA , 002
WAKIL KEPALA
KELOMPOK BAGIAN
JABATAN TAT
FUNGSIONAL A USAHA_
@00000n0n : . '
SUB BAGIAN
UMUM |
[ I I
SUB DINAS SUB DINAS SUB DINAS
PETERNAKAN PERIKANAN * AGRIBISNIS
SEKSI SEKS! SEXS!
PRODUKSI PRODUKS BINAUSAHA
| PETERNAKAN | PERIKANAN | PETERNAKAN
SEKSI SEKSI SEKSI
KESEHATAN | | SUMBER — BINA USAHA
HEWAN - HAYATI PERIKANAN
SEKSI SEKSI SEKSI
PENYEBARAN & SARANA & - SUMBER DAYA
PENGEMBANGAN | PRASARANA 1  MANUSIA&
TERNAK " PERIKANAN KELEMBAGAAN
i CBANG
DINAS
)

BUPATI BANYUMAS
ttd.

Diundangkan di Purwokerto ARIS SETIONO

pada tanggal 30 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ted.
BAMBANG PRIYONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 SERI D
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Lampiran X  Peraturan Daerah Kabupaten

BAGAN ORGANISASI Banyumas
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor : 9 Tahun 2002
KABUPATEN BANYUMAS ' -
Tanggal : 30 September 2002
KEPALA '
WAKIL KEPALA
KELOMPOK ’
JABATAN BAGIAN
FUNGSIONAL TATA USAHA
Qa0onoooa 1 - !
SUB BAG SUB BAG
SUBBAGIAN ¢ EANGAN| | BINA PRO-
UMUM GRAM
[ I1 I
SUB DINAS SUB DINAS SUB DINAS
PENGEMBANGAN & KONSERVASI BINA USAHA &
PRODUKSI SUMBER DAYAALAM KELEMBAGAAN
e PEng(:llllAN Lo
PENGEMBANGAN & : BINA USAHA
|PRODUKSI KEHUTANAN] [ TANAM’CE\‘; ke ¥ o
SEKSI SEKSI SEKS!
| | PENGEMBANGAN & u PENGAWASAN & — SARANA &
PRODUKSI PERKEBUNAN PENGENDALIAN PR.ASARANA
SEKSI SEKSI SEKS!
B , KONSERVASI SUMBER DAYA
| BENIH & ] TANAH H MANUSIA &
BIBIT . KELEMBAGAAN
I} CABANG
DINAS
LPTD
BUPATI BANYUMAS
s ttd.
Diundangkan di Purwokerto )
pada tanggal 30 September 2002 R SRR
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd.
BAMBANG PRIYONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 SERI D
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LamP,i"a". XI Peraturan Daerah Kébupaten

Banyumas
BAGAN ORGANISAS! NGAN DAN KOPERASI Nomor : 9 Tahun 2002
DINAS PERlND}\JS%ISK»S PERDAGA | Tanggal 30 September 29
KABUPATEN B EPALA , -
| R
WAKIL KEPALA
WAKIL
BAGIAN
{ELOMPOK
Y TATA USAHA
FUNGSIONAL l
| - | 1 ®
00o0a000ad SUB | [SUBBAG | [SUBEAG
SUBBAGIAN | BAGIAN | KEPEGAWAI |BINAPRo.
UMUM | [KEUANGAN [ AN GRAM
1
STBDINES STBOIS STEDIVES SUBDIVAS
BINA USAHA BNANDUSTRL || - BINADAGANG BINAKOPERAS],
‘ ' USAHA KECIL &
MENENGAH
SESI SEXS SEKSI - '
PENDAFTARAN INDUSTRILOGAM. SARANA DAGANG Eg;&%&;gm«&
— PERUSAHAAN | [T[MESNELEKTRONKA| [ i .
SEKSI lNDU:’Ell;,lSl]{ASlL SEKSI SEKSI BINA
| PERIZINAN [ MOUSTRIASIL | L1 PENGELOLAAN | [ UAHAKECL
KEHUTANAN “ PASAR MENENGAH
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI FASILITASL
L1 KEMITRAAN & 'NKDIl;{SJ\W | PROMOSI& | | PENGEMBANGAN
4 SUMBER DAYA KOPERASI,
KEWIRAUSAHAAN ANORGANIK _ PEMASARAN USAHAKECIL& MENENGAH
SEKSI SEKSI SEKSI
1 PENCEGAHAN &
MA(;‘JD%AN PENANGGULANGAN — PERLINDUNGAN
PENCEMARAN KONSUMEN =
DIVAS
|

Diundangkan di Purwokerto

pada tanggal 30 September 2002

BUPATI BANYUMAS
ttd.
ARIS SETIONO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

LEMBARAN DAE

. ttd.

BAMBANG PRIYONO

RAH
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Lampiran XII  Peraturan Daerah Kabupaten
BAGAN ORGANISASI -

Banyumas
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN - No,,for 9 Tahun 2002
KABUPATEN BANYUMAS Tanggal : 30 September 2002
KEPALA , :
WAKIL KEPALA
KELOMPOK
JABATAN ; BAGIAN
FUNGSIONAL : TATA USAHA
00Qoooooo ' | - —
SUB BAG. SUBBAG |
SUBBAGIAN |« riaNGAN | BINA PRO-
| HMUM., GRAM
[ 11 ] '
SUB DINAS SUBDINAS SUB DINAS
OBYEK & PEMASARAN & " KEBUDAYAAN
SARANA WISATA "PENYULUHAN WISATA ‘ '
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